
 

 

 

 

 

PERATURAN BUPATI BREBES 

NOMOR 33   TAHUN 2019 

TENTANG 

NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN 

BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENARA TELEKOMUNIKASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES, 

Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pelaksanaan perhitungan nilai 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-

P2) di Kabupaten Brebes, khususnya untuk bangunan 

Menara Telekomunikasi perlu mengatur Nilai Jual Objek 

Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menara Telekomunikasi; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan 

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang 

Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Objek Pajak sebagai 

Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan Menara Telekomunikasi; 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 

Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4049); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 



Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes; 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7); 

13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2013 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Brebes; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN 

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN 

MENARA TELEKOMUNIKASI. 

 

 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Brebes. 

2. Nilai Jual  Objek  Pajak, yang selanjutnya  disingkat  NJOP, adalah  harga  rata-

rata  yang  diperoleh  dari  transaksi  jual beli yang terjadi secara wajar, dan 

bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui 

perbandingan harga dengan objek  lain yang sejenis, atau  nilai perolehan baru, 

atau NJOP pengganti. 

3. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman 

serta laut wilayah Kabupaten. 

4. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 

pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. 

5. Objek Pajak adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, 

untuk sektor perdesaan dan perkotaan. 

6. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum 

yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan 

konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan 

umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai 

simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan 

konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat 

radio, telephone dan/atau perangkat lainnya. 

 

 

BAB II 

NJOP 

Pasal 2 

(1) NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Menara 

Telekomunikasi dihitung berdasarkan Rincian Anggaran Biaya dalam 

membangun menara telekomunikasi tersebut. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan Rincian Anggaran Biaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka NJOP dihitung berdasarkan 

ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes. 

 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal 

BUPATI BREBES, 

 

 

 

IDZA PRIYANTI 


